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Abstract
The principles of the establishment of the national agrarian law had been formed by the
old Order Regime. The law, conceptually, aims to create prosperous society, especially
villagers, on the basis ofPancasila (the Five Pnnclpie State Ideology), the 1945 Constitu
tion. The real policies of the Old Order Regime to create prosperous society had been
issued, however, its implementation hadnot been optimum. Yet in the New OrderRegime,
the land rights ofsocieties were often ignored, and even admitted, ifthese are being faced
with the interest ofcapital owners. Finally, the society hope, in this reformation era, that
their rights on the land can be certainly legalized through the enforcement process of
socityrights on land.
Pendahuluan
Tanah' dalam kehidupan manusia
mempunyai arti yang sangat penting baik untuk
kehidupan maupun tempat peristirahatan
terakhimya; ;Seiain menipunyai art! penting
bag) manu'^ , tahah juga mempunyai
kedudukan yang strategis''bagl pembangunan
bangsa. Oleh kareniiturm^engingatstrategisnya
fungsi tanah, maka "diundangkanlah UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau lebih dikenal denganUUPA
pada tanggal 24 September I960.' Kehadiran
Undang-undang in! bertujuan untuk menciptakan
adanyaunifikasi hukum tanah secara nasional.
Untuk mensoslalisasikan UU tersebut tanggal
keiahirannya selalu dlperingati oleh bangsa
Indonesia sebagai hari kemenangan bangsa
Indonesia pada umumnya, dan rakyat tani
pada khususnya. Selain itu kehadiran UUPA
juga sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia
bisa melepaskan diri dari pengaruh penjajah
kolonial Belanda. Dengan iahirnya UUPA,
maka berlakuiah unifikasi hukum pertanahan
•Tulisan ini dapatdipublikasi berkat saran-saran yang diberikan oleh peserta diskusi Departemen HAN, FH
Ull. danjugaatas namaJawahir Thontowi. SH. PhD. Atas segalakebaikannya penulis ucapkan ten'ma kasih.
^UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria selanjutnya disebut UUPA.
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nasional yang sebelumnya bersifat dualistis/
pluralistis. Konsekuensi yuridisnya adalah
seluruh masyarakat Indonesia wajib mematuhi
UUPAtersebut.
Akan tetapi dalam realitas peiaksanaan
UUPA in! acapkali mengalami hambatan.
Esensi keadilan bag! rakyat yang
diperjuangkan dalam UUPA tersebut tidak
tercapai. Oleh karena baik dalam masa
pemerintahan Orde Lama maupun Orde Bam
fungsi tanah telah dijadikan obyek pentlng
dalam pembangunan ekonomi. Di satu pihak,
penanaman modal dalam dan luar negeri
telah dluntungkan, sementara rakyat
umumnya telah menjadi korban.
Tulisan inl akan berusaha menjawab
persoaian benarkah UUPA dllahirkan mengan-
dung nilai-nilal kerakyatan dan keadilan sosial.
Beberapa aspek pentlng seperti asas
nasionalitas. asas pengakuan hak ulayat, dan
asas fungsi sosial menjadi baglan pentlng yang
perlu dikemukakan.
Asas Nasionalitas
Asas inl memberikan pengertlan bahwa
selumh bum! (tanah) air dan ruang angkasa
dalam wllayah Republlk Indonesia merupakan
kekayaan alam mlllk bangsa Indonesia.
Secara keseluruhan dipergunakan untuk
kemakmuran bersama bangsa Indonesia dan
tidak diperkenankan Warga Negara Asing
untuk menguasai tanah dengan hak apapun.
Maka hak menguasai atas tanah tersebut
diberikan kepada Negara sebagal organlsasi
tertinggi rakyat dengan cara mengatur
berbagal hubungan hukum antara orang
dengan tanah. (Pasal 1 ayat (2) UUPA). Asas
hukum seperti inl tidak saja memberikan
pengaturan hubungan antara negara dengan
warganegara dalam penguasaan tanah.
melalnkan juga memberikan pengakuan
terhadap kedudukan tanah sebagal sumber
perekonomlan negara.^ Artinya dalam batas
tertentu, warga negara memillkl hak untuk
menguasai tanah sebagal Mak Mlllk atau Hak
Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha
selagi negara secara tegas mengatumya.
Asas Pengakuan Hak Ulayat
dan Hak PrIbadI
Asas Ini dengan tegas mengakul ekslstensi
hakmasyarakat adatatas tanah,demlklan juga
perseorangan atau badan hukum dapat
mempunyal hak atas tanah untuk kepeiiuan
pribadi maupun usahanya (Pasal 3 dan 4
UUPA). Pengakuan terhadap hak ulayat
menunjukan adanya kebolehan warga negara,
secara adat untuk memlliki atau menguasai
tanah secara kolektif bag! terpenuhlnya
kepentlngan bersama. Namun. juga
pengakuan hak atas tanah secara prIbadI
diperkenankan. Tentu hal ini berbeda model
kepemlllkan tanah di negara-negara Soslalis
Komunls.^ Sebab di negara-negara komunis
^Lihat Parlindungan Hukum Agraria. Beberapa Pemikiran dan Gagasan. Hermawan Sauni (ed)
1998.Medan:USU.HIm.98.
^Budi Harsono. 1994. HukumAgraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPAIsl dan Pelaksanaannya.
Jakarta: Djambatan.
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pemilikan kolektif menjadi ciri utama. Peranan
negara begitu penting sebagai pengatur dan
penguasa atas tanah-tanah.
Pengakuan hak ulayat dan pribadi yang
diperkenankan oleh UUPA harus
mencerminkan situasi tersebut. Di Yogyakarta,
hak ulayat misalnya berupa tanah desa atau
tanah kas desa. Bahkan hak ulayat dikatakan
sebagai hak tertinggi dalam masyarakat
hukum. Jadi hak ulayat lebih merupakan
pemilikan atas tanah secara bersama.
Selain tanah hakulayat jugadikenal tanah
yang diakui eksistensinya secara hukum adat.
Ciri-ciri hukum tanah dat antara lain; tanah
tempat tinggal, tanah yang menjadi sumber
kegiatan ekonomi, tanah yang berkaitan
penggunaannya dengan keagamaan. dan
tanah yang ada hubungannya dengan kegiatan
sosial/ dari ciri-ciri hukum tanah adat jelas
mengakui adanya hak-hak pribadi.
Sistem pemilikan secara adat juga diakui
dengan atribut-atribut sebagi berikut. Atribut
sosial, mistis dan religius adalah melekat pada
tanah adat. Sementara itu, dalam sistem
pemilikan adat, hak-hak individual dapat
diperoleh melalui asal usul di mana si pemilik
adalah anggota persekutuan masyarakat,
sebagai pengguna saja. Sedangkan kedua,
pemilikan tanah secara individual bisa terjadi
setelah ada pengalihan dari satu kelompok
lain.®
Asas Fungsi Sosial
Asas ini mempunyai arti bahwa semua
hak-hak atas tanah di samping memberikan
manfaat bagi pemegang haknya juga harus
memberikan manfaat bagi masyarakat. (Pasal
6 UUPA). Di samping itu fungsi sosial ini
mengandung pengertian bahwa tanah harus
digunakan sesuai dengan hak yang
membebaninya. Karena itu, model
kepemilikan benda-benda termasuk tanah
jelas berbeda dengan apa yang diatur dalam
Kitab Hukum Undang-undang Perdata
(KUHPrdt). asas fungsi sosial sebenarnya
muncul sebagai respon terhadap.konsep
hukum pemilikan/konsep hukum penguasaan
absolut. Sementara dalam tradisi hukum In
donesia lebih memilih asas pemilikan yang
relatif. Artinya negaramengakui pemilikan atas
tanah secara individual. Tetapi, jika negara
memandang bahwa tanah tersebut memlliki
nilal guna bagikepentingan umum, maka bisa
saja negara secara hukum memindahkan
penguasaan hak itu melalui suatu konpensasi
yang adil.
Dalam praktik, lahirnya Keppres No. 5
Tahun1993, adalah salah satu instrumen hukum
yang dapat dengan mudah menyelewengkan
peranan kewenangan negara untuk
mengambil aiih hak-hak rakyat atas tanah
dengan alasan kepentingan umum.®
*Lihatlebih lanjut. Hadisuprapto. 1977. IkhtisarPerkembangan Hukum Tanah D/Y. Yogyakarta: Karya
Kencana. Him. 3.
®Secara panjang lebardibahas secarakomprehensif oleh Maria RRuwiastuti, dkk. Penghancuran Hak
MasyarakatAdat atas Tanah.Bandung: INPI-PACT. Him.8.
®Lihatpenjelasanianjutmengenaikasuspengamblla!ihan tanah-tanah lotdi Ba]I.JawahirThontowi.''Reformasi
dan Kompilasi Peraturan Hukum Kerukunan antara UmatBeragama." didalam Hanafi Sofyan.1995.Indone
sia dalam Transisi: Canbera: Halmahera Fondation. Him. 168.
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Asas Pemerataan/Keadilan
Asas ini melarang pemilikan/penguasaan
tanah yang berlebihan sehingga diharapkan
dapat terwujud penguasaan tanah yang adil,
dan tanah harus diusahakan secara aktif oleh
pemiliknya, menjaga dan memeliharanya
sesuai dengan asas kelestarian kualitas
lingkungan hidup dan produktifitas sumber
daya alam. Oleh karena itu tanah tidak boleh
diperdagangkan, karena tanah bukanlah
komoditi. {Pasal7,9,11 UUPA).Asaspemitikan
yang merata dan berkeadilan pada dasamya
merupakan manifestasi dari keinginan negara,
termasuk pendiri bangsa ini. Pemilikan dan
penguasaan tanah yang berlebihan termasuk
menjadikan tanah sebagai komoditi dilarang
oleh negara. Ketentuan ini tentu diberlakukan
dalam rangka mendorong berlakunya asas
pemilikan yang memiliki nilai fungsional. Akan
tetapi, asas ini dalam kenyataannya tidak
mudahdiberlakukan. Bukti-bukti penyimpangan
akan terlihat dalam pegalanan sejarah Orde
Lama dan Pemerintahan Orde Baru.(Pasal ini
juga lebih mempertegas kedudukan Pasal 33
UUD1945, terutamadalam kaitannya dengan
batasan kebolehan rakyat dan negara
menguasaitanah untuk kepentlngan nasional,
dan kesejahteraan rakyat).
Sejakkelahirannya UUPAtelah mengalami
3 jaman, yaitu: jaman Orde Lama Orde Baru
dan Orde Reformasi. Dalam perjalanannya
UUPA tidak mengalami perubahan secara
substansional, namun dalam pelaksanaannya
mengalami perubahan "arah" sejalan dengan
strategi dan kebijakan pemerintah pada setiap
periode.
Tulisan Ini mencoba melihat strategi dan
kebijakan pemerintah Orde Reformasi di
bidang pertanahan. Namun sebelum lebih
jauh perlu kiranya dikemukakan secara
sepintas sltuasi peranan UUPA pada masa
Orde Lama dan Orde Baru.
Perjalanan UUPA di Zaman Orde Lama
dan Orde Baru
Tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA
Merupakan produk hukum dari Orde Lama.
Sebagai produk hukum Orde Lama UUPA
berisikan kebijakan penguasa pada waktu
perubahan dan pembaharuan di bidang
pertanahan yang menghendaki adanya serta
pembangunan yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
Kebijaksanaan penguasa Orde Lama
tersebut diimplementasikan dalam
konsideran, pasal-pasal serta penjelasannya
sebagai perwujudan dari sila-sila Pancasila
dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Operasionalisasi kebijakan penguasa Orde
Lama dalam UUPA tersebut ditetapkan garis-
garis besar reformasi di bidang pertanahan
yang pada waktu itu dikenal dengan Panca
Program Agrarian Reform Indonesia, yaitu:
1. Perubahan hukum Tanah melalui
percepatan unifikasi hukum yang
berkonsepsi nasional, dengan
menyediakan hak-hak atas tanahberbagai
kepeiiuan pemerintah, perseorangan dan
badan-badan usahasosial dan keagamaan,
disertai pemberian jaminan kepastian
hukum dengan penyelenggaraan
pendaftaran tanah.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-
konsesi kolonial atas tanah,yangdialihkan
kepada pengusaha-pengusaha nasional.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara
berangsur-angsur.
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4. Perombakan pemilikan dan penguasaan
tanah serta lembaga-lembaga hukum
yang bersangkutan dengan penguasaan
tanah, dalam mewujudkan pemerataan,
kemakmuran dan keadilan, yang
kemudian dikenal dengan program
landreform.
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan
tanahserta penggunaan secara terencana,
sesuai dengan daya dukuhg dan
' kemampuannya, yang kemudian dikenal
dengan kegiatan pehatagunaan tanah '
Dengan kata lain, keiima program
kebijakan UUPA.Itu jelas mengandung misi
pembaharuan hukum tanah dengan
kesejahteraan serta keadiian teiah menjadi
targetnya. Seiain itu UUPA menghendaki
adanya penghapusan terhadap niiai-nilai
hukum koionial yang diskriminatif. Substansi
UUPA yangsarat dengan niiai-niiai kerakyatan
dan keadaan sosiai tidak bisa diiepaskan dari
keinginan penguasa Orde Lama yang ingin
mewujudkan masyarakat yang sejahtera
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan Nasionai dimuiai dengan
mengutamakan pembangunan pertanian
denganmemberdayakan rakyat petani, meiaiui
program Landreform dan Transmigrasi.
Seperti, pembatasan pemilikan dan penguasaan
tanah di Puiau Jawa dengan di iuar Jawa
sungguh berbeda. Pada masa Orde Lama ini,
poiitik sebagai panglima maka banyak
ketentuan-ketentuan UUPA yang hanya
dijadikan sebagai slogan poiitik beium
merupakan kebijakan konkrit. Di samping itu
"masa pemerintahan Orde Lama" ini juga
relatif singkat. '
Sebagaimana disinggung di atas. bahwa
penguasa Orde Lama merombak sistem
hukum iama (koionial) dengan meietakkan
dasar-dasar pembentukan hukum agraria
nasionai tidaklah mudah Orde Baru muncui
sebagai akibat pergoiakan poiitik pada waktu
itu. yang kiimaksnya dengan terjadinya G 30
S/PKi. Reievansi dengan penguasaan tanah
adaiah ada kecenderungan model
kepemiiikan seperti terjadi di negara komunis,
partai BTI saiah satu parpot ketika itu yang
menghendaki adanya kesamarataan dalam
pemilikan dan penguasaan hak-hak
kebendaan termasuk tanah."'Penguasaan
Orde Baru seiain mewarisi keadaan poiitik
yang tidak menentu juga mewarisi keadaan
ekonomi yang sangat parah. Kebijakan
penguasa Orde Baru diprioritaskan pada
pertumbuhan ekonomi/pemulihan ekonomi.
Kebijakan pemulihan ekonomi ini tidak dimuiai
dengan pemberdayaan rakyat tani, tetapi
dengan mengundang investor asing untuk
menanam modainya di Indonesia. Untuk
mewujudkan keberhasiian kebijakannya,
maka dikeiuarkaniah ketentuan-ketentuan
hukum dengan maksud menarlk investor
untuk rhenanamkan modainya di Indonesia.
Hal ini terutama dengan mendirikan pabrik-
pabrik yang berskala ekspor, sehinggabangsa
Indonesia akan melakukan perubahan dari
negara agraris ke negara industri.
,Pembangunan proyek-proyek industri,
perumahan, jasa dan perkebunan tersebut
semuanya memeriukan tanah untuk usahanya,
^1998. Badan Pertanahan Nasionai. Jakarta: Dasawarsa Bhumi BhaktiAdhiguna. Him. 50.
Ill
dan pelaksanaan proyek-proyek ini kenyataannya
banyaktanah rakyat kecil yangmenjadi korban.
Sejumlah kasus memperlihatkan betapa
lemahnyarakyatkecil di hadapan "penguasa".
Cara-cara pemaksaan, intimidasi menjadi
berita yang sudah tidak mengagetkan.
Kebanyakan masyarakat bersikap diam
apabila sudah dihadapkan pada slogan "deml
pembangunan". "deml kepentingan umum".
Peranan dan fungsl hukum dengan lembaga
peradllannya tIdak dapat dijadlkan pengayom/
pembela keadllan bag! masyarakat. DPR
nyaris tIdak berkutlk dalam memperjuangkan
hak dan nasib rakyat kecil korban
pembangunan.
Kasus Waduk Kedungombo, Jawa Tengah
1990-1993, akan selalu menjadi satu pelajaran
betapa penguasa kurang mempertiatikan dan
melindungi hak-hak rakyat. Bukan karena
dalam Kasus Kedungombo tidak ada
kompensasi dari pemerlntah melalnkan
ketidakpuasan masyarakat disebabkan karena
kufangnya masyarakat setempat dllibatkan
dalam pengambilan putusan. TIdak sedikit
pula dl antara anggota masyarakat pemllik tanah
tidak sampal menerlma uang kompensasi,
lantaran banyaknya tangan-tangan yang tIdak
bertanggung jawab. Hal inl terjadi karenasang
penguasa dengan mudah untuk intervensi
mempengaruhl lembaga-lembaga di atas.
Para korban pembangunan blasanya memang
tIdak dapat membuktikan secara yuridis
formal kepemlllkannya sehingga tidak
mempunyal dayatawardi hadapan "penguasa"
dan Investor. Hal yang sama dialami juga
tanah-tanah yang dikuasal oleh masyarakat
adat (hak ulayat), dalam Pemberlan Hak
Pengelolaan Hutan (HPH).
Praktik di atas dapat dijadlkan Indlkator
bahwa penguasa Orde Baru, deml.pertumbuhan
ekonomi sangat berpihak kepada para pemlllk
modal, balk pribumi maupun asing. Kaidah-
kaldah yang terkandung dalam UUPA
semestlnya dapat mensejahterakan/
melindungi hak-hak rakyat justru sering
dipergunakan sebagal pembenar dari praktik-
praktlk yang tIdak manuslawl dan tIdak
berkeadllan. Era Orde Baru yang menjadi
pangllma adalah lahlmya produk hukum yang
memperkuat pertumbuhan ekonomi. Demi
pertumbuhan ekonomi, apapun dapat
dllaksanakan mesklpun harus mengorbankan
hak rakyat serta melanggar HAM.
Refbrmasi Agraria dan Pemberdayaan
Hak-hak Rakyat atas Tanah
ReformasI yang dllaksanakan pada
dewasa Inl dllandasl oleh keinginan rakyat
untuk secara nyatamemperoleh kedaulatannya
dan menegakkan keadllan termasuk dl
dalamnya reformasi dalam bidang pertanahan.
ReformasI dlbidang pertanahan akan menjawab
permasalahan sejauh mana kebljaksanaan
yang berpihak kepada rakyat yang berkeadllan
dan operasionalisaslnya bagi seluruh lapisan
masyarakat secara adil.
Pembangunan di bidang pertanahan dl
Indonesia sejak dlundangkannya UUPA,
mengalami perkembangan yang berarti,
seiring dengan perkembangan dinamika
kehldupan masyarakat Indonesia. Misalnya
perkembangannya yang berarti dapat
mewujudkan pembangunan bidang
pertanahan harus mampu tercapalnya fungsl
buml, air, dan ruang angkasa secara optimal
untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat
seperti diamanatkan oleh Pasal 33 UUD1945.
Buktl bahwa usaha reformasi d.alam bidang
pertanahan program reformasi bidang
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pertanahan haruslah tetap berpedoman pada
UUPA yang ditunjukkan kepada:
1. Melanjutkan perencanaan peraturan
perundang-undangan sebagai pelaksana
UUPA
2. Merancang perubahan peraturan
pelaksanaan UUPA yang tidak sesuai lagi
dengan kondisi dewasa ini. .
3. Merancang peraturan operasional yang
bersifat deregulatif
Ketiga kehendak tersebut, tampak semakin
optimis ketika wakil-wakil rakyat di MPR/DPR
merumuskannya secara lengkap. Misalnya
Garis Besar Haiuan Negara {GBHN) 1998
menetapkan bahwa pembangunan bidang
pertanahan diharapkan untuk mendukung hal-
hal sebagai berikut:
a) Memperkokoh persatuan dan kesatuan
nasional, b) Pemberdayaan ekonomi
masyarakat, c) Memperluas kesemptan
berusaha serta meningkatkan lapangan kerja
melalui pemerataan pemilikan tanah, d)
Penguasaan dan penggunaan tanah bag!
msyarakat secara adil yang didukung oleh
tertib dan penegakan hukum, e) Tertib
administrasi dan penggunaan tanah
berdasarkan RT, RW, • f) • Menjamin
keseimbangan pemanfaatan tanah secara
terpadu dengan tetap menjaga
kelestariannya.
Salah satu bagian guna mendukung
pembangunan bidang pertanahan adalah
adanyakebijaksanaan danstrategipertanahan
naslonal yang konseptual,terpadu dan dapat
.dipahami serta memperhatikan.kepentingan
semuapihak. Terutama kepentingan masyarakat
dari golongan ekonomi lemah, karena dalam
era reformasi ini setiap kebijaksanaan
pemerintah termasuk kebijaksanaan bidang
pertanahan haruslah yang menguntungkan
rakyat banyak (golongan ekonomi lemah)
secara langsung.
Program dl atas pada dasarnya sebagai
langkah konkrit yang tujuannya adalah dalam
rangka meningkatkan pelayanan yang
sederhana, cepat dan murah. Proyek Agraria
Nasibnal (Pronas) mengenai sertifikasi tanah
balk yang dilakukan oleh dan atas inisiatif
masyarakat atau karena inisiatif Pemerintah
Daerah Tingkat II, termasuk kecamatan perlu
tetap dipertahankan. Sebab usaha Pronas ini.
selaln pemerintah memperilhatkan fungsinya
dalam penertiban dan pencatatan hak untuk
atas tanahsecara past!. Melainkan jugaPronas
itu berfungsi sebagai usaha yangmemberikan
jamlnan atas hak-hak masyarakat. Dengan
Pronas, bukan saja kepastian hukum, bagi
pemilik dapat dirasakan, melainkan juga
dimungkinkan masyarakat mengambil
manfaat melalui pengajuan pinjaman dengan
jamlnan akte tanah.
Pemberdayaan Hak-hak Tanah Rakyat
Bagaimana era reformasi memperilhatkan
usaha-usaha pemberdayaan terhadap hak-
hak atas tanah rakyat. Pemberdayaan hak
rakyat atas tanah salah satunya adalah
pengakuan secara hukum tentang pemilikan
tanah. Upaya untuk pengakuan secara hukum
dapat dilakukan dengan mengglatkan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indone
sia, balk di pedalaman, di gunung dan juga
masyarakat yang tinggal dj kota-kota.
Upaya ini tentu memerlukan tenaga,biaya,
dan peralatan yang-sangat besar. Padahal
semua memakiumi,- pemerintah sangat terbatas
SDM, biaya danperaiatannya. Mengapa usaha
ini mutlak diperiukan. Keterlibatan rakyat dan
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pemerintah secara bersama-sama tersebut
antara lain memiliki tujuan sebagai berikut;
Pertama, adanya pengawasan langsung
agar supaya kebijakan pemerintah mengenai
pertanahan tidak akan terulang lagi seperti
Zaman Orde Lamadan Orde Bam. Kebijakan
pemerintah yang hanya menguntungkan
pemilik modal asing bisa segera dihilangkan
oleh karena memgikan rakyat. Pengawasan
secara efektif bukan saja ditujukan bag) proses
pembuatan Undang-undang, lebih penting
dari Itu adanya pengawasan yang ketat
tertiadap aktor-aktor pelaksana dl lapangan.
Untuk terlaksananya kesadaran tersebut,
peningkatan sumber daya manusia yang
profesionai mutlak diperlukan, sehlngga
pejabat-pejabat terkalt yang bermental tidak
disiplin tersebut akan segeratergeser. Adapun
langkah-langkah yang diperlukan dari
masyarakat antara lain pendaftaran tanah
menjadi tanggung jawab selumh rakyat Indo
nesia pada umumnya dan pemilik tanah pada
khususnya.
Kedua, usaha pemberdayaan hak-hak
tanah rakyat adalah sosialisasi segala
kebijakan operasional tersebut. Selama ini,
segala kebijakan pertanahan hanya "berhenti"
di setiap kantor pertanahan. Untuk itu sangat
diperlukan peran serta masyarakat dalam
mensosialisasikan segala kebijaksanaan
dengan jalan penyuluhan hukum. Pemerintah
sendiri dalam hal ini BPN telah membentuk
kelompok-kelompok masyarakat guna
penyuluhan hukum pertanahan, tetapi kurang
efisien. Untuk itu peranserta LSM, Perguman
TInggi sangat diharapkan, sehingga akan
muncul kesadaran masyarakat akan haknya
di samping kewajibannya.®
Ketlga, kebijakan operasional dari BPN
sangat diperlukan dalam pemberdayaan
tanah. Temtama dengan melakukan tinjauan
terhadap beberapa produk hukum Orde Bam.
Guna pemberdayaan hak-hak rakyat ini pasca
Orde Bam dikeluarkan beberapa ketentuan-
ketentuan antara lain.®
Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1998
tentang Pemanfaatan Tanah Kosong. Ketentuan
dalam peraturan ini merupakan
operasionalisasi dari prinsip dasar
sebagaimana tercantum dalam UUPA yaitu
bahwa tanah harus digunakan oleh yang
berhak atas tanah selain untuk memenuhi
keperiuan sendiri jugatidak boleh memgikan
kepentingan masyarakat. Apabila pihak yang
berhak atas tanah belum dapat atau beium
bermaksud mempergunakan tanahnya, balk
karena belum mempunyai rencana untuk itu
maupun karena menumt rencana kerjanya
belum tiba saatnya untuk mengolah/
mempergunakannya, sedangkan tanah
tersebutsesuaidandapatdimanfaatkan dengan
cara yang bermanfaat bagi masyarakat
banyak, maka tanah tersebut tidak boleh
dibiarkan kosong. Peraturan ini mewajibkan
®Suprapto Hadimulyo. 1999. "Kebijaksanaan Pertanahan dalam eraReformasi." Makaiah Kuliah Umum
Fakultas Hukum UIl. Him. 7.
®Selo Soemardjan. 1984. "Landreform di Indonesia". Dalam Sediono S.P. Ccndronegoro. 1984 Dua
AbadPenguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian diJawa, Dari Masa ke Masa. Jakarta: PT
Gramedia.Hlm. 111.
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pihak yang menguasai tanah tersebut untuk
memanfaatkan tanahnya dengan
menanaminya tanaman pangan. Kewajiban
ini juga berlaku walaupun jenis hak yang
diperuntukkan bukan untuk tanaman pertanian.
Kewajiban yang akan diwujudkan dengan
peraturan Ini adalah kebijaksanaan penggunaan
tanah untuk mendukung ketahanan pangan
dalam rangka mengatasi krisis pangan.
Selain itu, kebijaksanaan mengenai
pemberdayaan hak milik atas tanah tercermin
dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1998
tentang Pedoman Penetapan Uang
Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas
Tanah Negara.
Peraturan ini merupakan pengganti dari
peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun
1975 tentang Pedoman mengenai Penetapan
Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan
Biaya AdministrasI yang bersangkutan dengan
Pemberian hak-hak Atas Tanah Negara.
Pokok-pokok kebijakan dalam peraturan ini
adalah:
a. Pengurangan jumlah uang yang harus
dibayar dalam perolehan, perpanjangan
dan pembaharuan hak
b. Penetapan tarip uang pemasukan yang
progresif untuk mendorong ke arah
penguasaan tanah yang lebih merata
c. Penyederhanaan jenis pungutan
Pokok pengaturan sebagai berikut:
a. Besarnya uang pemasukan dibedakan
menurut jenis dan jangka hak yang
bersangkutan.
b. Untuk mengutamakan golongan ekonomi
lemah pemberian hak atas tanah yang
luasnya kecil (di bawah 200 m2 untuk
tanah non pertaniandan 2 Ha untuk tanah
pertanian) uang pemasukan ditetapkan
nol % atau 0,- {nol rupiah).
c. Tarif uang pemasukan ditentukan secara
progresif untuk mendorong ke arah
penguasaan tanah yang lebih. merata.
d. Pungutan-pungutan lain seperti: Uang
tahunan dalam HGU sumbangan
pelaksanaan landreform dan uang
administrasi juga dihapus.
Kebijaksanaan mengenai pemberdayaan
hak atas tanah rakyat juga tercermin di dalam
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1998
tentang Peraturan Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai atas tanahuntuk rumah tinggal yang
dibebani hak tanggungan. Peraturan ini
menegaskan ketentuan hukum dan prosedur
yang berlaku dalam hal dilakukan perubahan
hakatas tanah yangdibebani haktanggungan,
khususnya dilakukan pelaksana perubahan
hak guna bangunan atau hak pakai menjadi
hak milik berdasarkan keputusan Menteri
Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 Tahun 1997 Jo. No. 6 Tahun
1998 jo No. 2 Tahun 1998. Secara lebih deti!
pengaturan hubungan antara negara dengan
masyarakatatau pengusaha dalam persoalan
pemilikan dan penguasaan tanah terlihat
sebagai berikut:
a) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakaiyang
dibebani hak tanggungan adalah HGB
atau Hak Pakai yang dijadikan jaminan
perlunasan hutang dengan membebaninya
dengan hak tanggungan secara sempurna
yaitu sudah dibuat Akte pemberian Hak
Tanggungannya (APHT) dan sudah
didaftarkan serta dikeluarkan sertifikat hak
tanggungannya. Dalam hal ini penjaminan
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HGB atau Hak Pakai itu hanya dilakukan
dengan pembuatan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT), maka perubahan hak tersebut
menjadi hak milik tidak memerlukan
persetujuan formal dari pemegang Hak
Tanggungan. Sudahcukup apabila kepada
Kantor Pertanahan diserahkan sertifikatAsli
HGB atau Hak Pakai yang bersangkutan.
Dalam ha! demikian maka "peminjaman"
sertifikat tersebut dari bank untuk
keperluan perubahan hak dapat didahului
dengan pembuatan surat kuasa
membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT).
b) Penghapusan Hak Tanggungan
berhubungan dengan hapusnya Hak Milik
atau Hak Pakai yang dijamin diiakukan
oieh Kepaia Kantor Pertanahan karena
jabatan. Oieh karena itu untuk keperluan
ini tidakdiperiukan lag! surat permohonan
atau surat persetujuan khusus dalam
bentuk persetujuan atau sejenisnya.
Langkah ini adalah sesuai dengan
ketentuan Pasai 122 ayat (4) dan ayat (6)
Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepaia
Badan Pertanahan Nasionai No. 3 Tahun
1997.
Kebijakan hukum yang langsung
meningkatkan pemberdayaan hak milik atas
tanah dapat dilihat dalam Keputusan Menteri
Agraria:
1. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepaia
Badan Pertanahan Nasionai No. 9 Tahun
1997 joNo. 15Tahun 1997 jo. No. 1Tahun
1998 tentang pemberian Hak Milik Atas
Tanah untuk RS/RSS. Dengan keputusan
tersebut Hak Guna Bangunan AtasTanah
untuk RS dan RSS di atas tanah negara,
termasuk di atas Hak Pengeloiaan,
kepunyaan perorangan warga negara In
donesia, atas permohonan pemegang hak
atau kuasanyadirubah menjadi Hak Milik.
Kriteria:
a harga peroiehan tanah tidak iebih dari
Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta).
b di atasnya teiah dibangun rumah
dalam rangka pembangunan
perumahan massal atau kompiek
perumahan.
yang dimaksudkan perubahan hakadalah
penetapan mengenai penegasan bahwa
sebidang tanah yang semuia dipunyai
dengan HGB atas permohonan pemegang
haknya menjadi tanah negara dansekaligus
memberikan tanah tersebut kepadanya
dengan Hak Miiik.
2. Keputusan Menteri Agraria/Kepaia Badan
Pertanahan Nasionai No. 2 Tahun 1998
tentangPemberian AtasTanah yangdibeii
dari pemerintah oieh Pegawai Negeri dan
Pemerintah dengan keputusan ini maka:
a Tanah untuk rumahtinggai yang teiah
dibeii oieh pegawai negeri dari
pemerintah teiah diiunasi harganya,
diberikan kepada pegawai negeri
yang bersangkutan dengan Hak Miiik.
b Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
atas tanah yang berasai dari tanah
untuk mmah tinggai yang teiah dibeii
oieh pegawai negeri dari pemerintah
dan masihatas nama pegawainegeri
yang bersangkutan atau ahii warisnya,
atas permohonan yang bersangkutan
dihapus dan diberikan kemball
kepada bekas pemegang haknya
dengan Hak
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Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
atas tanah yang berasal dari tanah
untuk rumah tinggal yang dibeli oleh
pegawai negeri dari pemerintah yang
sudah habis jangka waktunya dan
masih atas nama pegawai negeri
yang bersangkutan atau ahli warisnya
atas permohonan yang bersangkutan
dihapuskan dan diberikan kembali
kepada bekas pemegang haknya
dengan Hak
3. Tentang pemberian Hak Miiik Atas Tanah
untuk Rumah Tinggal. Dengan keputusan
ini:
a) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
atas tanah untuk Rumah Tinggal
kepunyaan perseorangan warga
negara Indonesia yang luasnya 600
m2 atau kurang atas permohonan
yang bersangkutan dihapus dan
diberikan kembali kepada bekas
pemegang haknya dengan Hak Milik.
b) Hak Guna Bangunan atau. Hak Pakai
atas Tanah Rumah Tinggal kepunyaan
perseorangan warga negara Indone
siayang luasnya 600 m2 atau kurang
yang sudah habls.jangka waktunya
dan masih dipunyai oleh bekas
pemegang hak tersebut, atas
permohonan yang bersangkutan
dihapus dan diberi kembali kepada
bekas pemegang haknya dengan Hak
4 Keputusan Menteri Agraiia/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No! 3 Tahun 1999
' No. 3 Tahuh 1999. Dengan Keputusan'ini
ada perubahan yang cukup mendasar
bagi pengurusan hak-hak atas tanah.
Dalam SK ini ada pelimpahan wewenang
yang lebih besar kepada daerah Tingkat
1! dengan Tingkat I dalam hal pemberian
Hak Miiik dan Hak Guna Bangunan serta
Hak Pakai.
Berdasarkan uraian di atqs, jelaslah
kebijakan pemerintah dalam era reformasi
sungguh berbeda. Perbedaan tersebut terlihat
bukan saja dalam kaitannya dengan adanya
pergantian peraturan perundangan yang leblh
menyederhanakan esensi hukum yang ada di
dalam UUPA Tahun 1960. Melalnkan juga
pengaturan jaminan pemerintah terhadap
rakyat meialui GBHN 1998 diikuti oleh
keputusan terlihat seiring dan konsisten.
Apakah dalam penerapannyajuga akan sama
tentu masih menunggu kesediaan petugas-
petugas yang mau meningkatkan kedisiplinan
keija yang profesional.
Simpulan.
Dari tulisan di atasdapat ditarik kesimpulan
bahwa dasar-dasar pembentukan hukum
agraria nasional telah diletakkan oleh penguasa
Orde Lama; Hukum agraria ini secara konseptual
mempunyal arah untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera berdasarkan
Pancasila dan UUD1945 khususnya masyarakat
tanl. Kebijakan konkrit penguasa' Orde Lama
untuk mewujudkan masyarakat tersebut telah
dikeluarkan, tap! operasionalnya masih belum
mewujudkan hasil yang optimal. Hambatan
yang ditemul, bukan sajabersifatpblitis seperti
konflik'parpolyang begitu kuat, jugfkesadarah
hukum masyarakatakan hak-hak tanah belurh
begitu penting.- Kebijakan serta arah yang
sudah dicanangkah oleh Orde Larha "tersebut,"
mulai digeser/diletakkan oleh penguasa Orde
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Bam. Akan tetapi, situasi pemilikan dan
penguasaan tanah, khususnya bagi masyarakat
telah terabaikan, salah satu sebabnya adalah
pemerintahan Orde Baru mengutamakan
pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh
kehadiran modal asing. Akibatnya kebijakan-
kebijakan pemerintah diarahkan untuk
kepentingan para pemllik modal dengan
mengesampingkan hak-hak rakyat kecll. Hak-
hak rakyat yang kebanyakan tidak terjamin
kepastian hukumnya menjadi buian-bulanan
para pemllik modal. Sementara pejabat-
pejabat tertentu telah diuntungkan leh situasi
penguasaan tanah yang semakin komoditas.
Dengan lengsernya rezim Orde Baru,
disusul lahimya penguasa Orde Reformasi,
barulah diketahui bahwa pertumbuhan
ekonomi yang dijadikan panglima penguasa
Orde Bam temyata hanya menguntungkan
segelintir orang I kelompok. Untuk itu pada
zaman Reformasi ini, di mana supremasi
hukum yang menjadi panglimanya, maka
untuk memberdayakan hak-hak rakyat, perlu
adanya peiiindungan dan jaminan kepastian
hukum atas hak-hak tanah rakyat. Perlu dicatat
pandangan Selo Soemardjan bahwa landform
ini berhasil atau tidaknya tergantung kepada
kecakapan administrasi desa, yang umumnya
kurang terlatih dan khususnya juru tulis, untuk
melaksanakan pekerjaan birokratis yang banyak
dan khusus. Keluarnya kebijakan hukum
melalui GBHN 1998 termasuk, timbulnya
kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Ditjen
Agraria, telah benar-benar memperlihatkan
aspek-aspek kesejahteraan rakyat lebih utama.
Selain penguasaan tanah diberikan kepada
pengusaha besar, hanya saja batasannya lebih
tegas. Karena itu dalam era reformasi jaminan
kepastian hukum ini diharapkan para pemegang
hak dapat dengan aman dan tenang dalam
menikmati haknya sesuaidengan penggunaan
dan peruntukannya. Amin. •
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